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MOTO 

“Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling 

pahit ialah berharap kepada manusia.”  

(Ali bin Abi Thalib) 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa 

semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana 

ini dapat dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan 

kusayangi: 

Ayahanda dan Ibunda terkasih, 

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, 

kupersembahkan kepada ayah dan ibuku Supriyadi dan (Alm) Masriah yang 

telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang 

anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. 

Cucuran keringan serta tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu 

mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang 

hendaknya didilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini 

menjadi langkah awal bagi ananda agar dapat menjadi lebih mandiri. 

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang 

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta Dewi Agustina P dan adikku 

tersayang Muhammad Khairul Ansyor, atas dorongan, motivasi, dan 

semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian 

amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi kakak dan adik yang beriman dan 

bertakwa padaNya 

Dosen Pembimbing Skripsi   

Trimakasih kepada ibu Tavinayati, S.H.,M.H. atas bimbingan dan nasihatnya 

selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya 

sesuai dengan harapan. 
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RINGKASAN 

 Juliyanto. Maret 2024. PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP 

PIHAK KETIGA YANG TEWAS AKIBAT JATUHNYA PESAWAT JET 

PRIBADI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman. Pembimbing : Tavinayati, 

S.H.,M.H. 

Sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin 

hubungan dalam dan luar negeri, Indonesia sangat membutuhkan jasa transportasi 

untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Salah satu moda 

transportasi angkutan udara yaitu pesawat terbang, pesawat terbang yang dimaksud 

disini adalah pesawat jet pribadi yang disewakan. Di indonesia terdapat beberapa 

orang yang memiliki pesawat jet pribadi salah satunya yaitu Stefanus Gandi, 

pesawat jet pribadi miliknya ia gunakan untuk pribadi dan ia sewakan kepada orang 

lain. Dalam dunia penerbangan dikenal dua pengertian yakni kejadian (incident), 

dan kecelakaan (accident). Dalam kecelakaan pesawat yang menjadi korban tidak 

hanya penumpang, awak pesawat tetapi juga bisa pihak ketiga. Terdapat aturan 

hukum yang mengantur yaitu Undang-Undang No 1 tahun 2009 tentang 

Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 77 PM Tahun 2001 tentang Tanggung Jawab Pengangkut 

Angkutan Udara. Lantas apakah dari aturan hukum diatas bisa juga digunakan 

untuk pesawat jet pribadi yang disewakan apabila terjadi kecelakaan yang menimpa 

pihak ketiga. 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban 

terhadap pihak ketiga yang tewas akibat jatuhnya pesawat jet pribadi yang 

disewakan dan untuk mengetahui bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada 

pihak ketiga. 

Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis normatif yang merupakan penelitian 

studi kepustakaan dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana peneliti dilakukan 

dengan menggunakan bahan data pustaka berupa bahan hukum primer, hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 

1. Pesawat jet pribadi adalah pesawat yang dimiliki secara pribadi oleh individu 

atau perusahaan untuk keperluan perjalanan pribadi atau keperluan bisnis. 

Sedangkan Pesawat penumpang sipil untuk penebangan komersial adalah jenis 

pesawat terbang yang dirancang khusus untuk mengangkut penumpang dan 
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kargo. Kedua jenis pesawat tersebut termasuk ke dalam jenis kegiatan angkutan 

udara niaga, terdapat perbedaan antara pesawat jet pribadi dengan pesawat 

penumpang sipil yaitu pesawat jet pribadi merupakan angkutan udara niaga 

tidak berjadwal sedangkan pesawat penumpang sipil merupakan angkutan 

udara niaga berjadwal. Tanggung jawab pengangkut kepada pihak ketiga atas 

jatuhnya pesawat ada di diatur dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 184 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pengangkutan 

udara memiliki tiga macam konsep dasar tanggung jawab hukum (legal 

liability concept) masing-masing tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan 

(based on fault liability), konsep tanggung jawab atas dasar praduga bersalah 

(presumption of liability) dan konsep tanggung jawab hukum tanpa bersalah 

(liability without fault) atau tanggung jawab mutlak (absolute liability atau 

strict liability). Tanggung jawab yang digunakan dalam hal kecelakan pesawat 

pesawat jet pribadi yang disewakan atau pesawat penumpang sipil adalah 

tanggung jawab tanpa kesalahan yaitu dimana tanggung jawab tanpa keharusan 

untuk membuktikan adanya kesalahan, atau dengan kata lain suatu prinsip 

tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan 

untuk dipermasalahkan apakah ada atau tidak dalam kenyataan. Artinya pihak 

pengangkut dalam hal ini pemilik penyedia penyewaan pesawat jet pribadi  

atau pihak maskapai pesawat penumpang sipil menurut prinsip ini wajib untuk 

bertanggung jawab untuk mengganti kerugian secara mutlak terhadap 

penumpang, barang bawaan serta pihak ketiga tanpa memandang adanya 

kesalahan atau tidak selama proses penerbangan sampai terjadinya kecelakaan 

pesawat.   

2. Ganti rugi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga diberikan sesuai 

dengan kerugian nyata yang dialami ketentuan lebih lanjut mengenai 

perhitungan besaran ganti kerugian, persyaratan, dan tata cara untuk 

memperoleh ganti kerugian diatur Pasal 14 dan Pasal 21 Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut 

Angkutan Udara. Kewajiban untuk asuransi jelas diatur dalam Undang-Undang 

tentang penerbangan dan juga peraturan pelaksanannya, yaitu setiap orang 

dalam hal ini maskapai atau perusahaan penerbangan yang mengoprasikan 

pesawat udara untuk wajib asuransi untuk berbagai hal khususnya untuk pihak 

ketiga yang mengalami kerugian sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Apabila terjadi kecelakaan 

pesawat udara baik itu pesawat jet pribadi atau pesawat sipil penerbangan 

komersial yang merupakan salah satu resiko yang dapat ditanggung dan 

mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak ketiga maka dengan kata lain 

kerugian tersebut telah dijamin oleh pengangkut melalui peralihan resiko 

pengganti kerugiaan melalui pihak asuransi. 
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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pihak 

ketiga yang tewas akibat jatuhnya pesawat jet pribadi yang disewakan dan untuk 

mengetahui bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pihak ketiga. Penelitian 

ini berjenis normatif, dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini 

menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, Pesawat jet pribadi dengan 

pesawat komersial sama-sama jenis angkutan udara niaga, perbedaannya pesawat 

jet pribadi angkutan niaga tidak berjadwal sedangkan pesawat komersial angkutan 

niaga berjadwal. Aturan mengenai Tanggung jawab penggangkut kepada pihak 

ketiga atas jatuhnya pesawat jet pribadi atau pesawat komersial diatur dalam Pasal 

1 angka 22 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan. Tanggung jawab hukum yang digunakan adalah tanggung jawab 

mutlak artinya pihak pengangkut dalam hal ini pemilik penyewaan pesawat jet 

pribadi  atau pihak maskapai pesawat komersial menurut prinsip ini wajib untuk 

bertanggung jawab mengganti kerugian secara mutlak terhadap penumpang, barang 

bawaan dan pihak ketiga. Kedua Ganti rugi terhadap pihak ketiga diberikan sesuai 

dengan kerugian yang dialami, mengenai perhitungan, persyaratan, dan tata cara 

memperoleh ganti kerugian diatur dalam Pasal 14, 21 Permenhub Nomor 77 tahun 

2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Dalam Pasal 62 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan apabila terjadi 

kecelakaan pesawat jet pribadi atau pesawat komersial yang dapat ditanggung dan 

mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak ketiga maka dengan kata lain kerugian 

tersebut telah dijamin oleh pengangkut melalui peralihan resiko pengganti 

kerugiaan melalui pihak asuransi.  
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